BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai
kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan
fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam
Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam
Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan
arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan,
serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan
kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan
kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam
Negeri vyaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS
Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan
Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi
Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam
Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa
Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan
dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi
jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan
pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya,
yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan
pemerintahan dalam negeri.

2. Meningkatkan Pelayanan Publik:
Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan
publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap
penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat,
khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi:
Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis
untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya
penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik
masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa:

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan
pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan
rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri

-1



memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap,
dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya
tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya
di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian
Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan
penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka
ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa
dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum
melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman,
dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi
kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
melalui  peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang
akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan
didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam
rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah
kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan,
arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau
ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 TUJUAN STRATEGIS

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang
ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019,
sebagai berikut:

T1: Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui
pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai
tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
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T2:

T3:

T4:

T5:

T6:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata Kkelola
pemerintahan dan pembangunan di Daerah;

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan
pembangunan desa;

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang

akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program
pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu:

1.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan
kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila,
UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup
berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:

a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;

b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan
demokrasi yang berkualitas.

. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas

penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan
di Daerah” (T2), adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah;

c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas

pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya
kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif,
efisien, akuntabel dan kompetitif.

. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah
meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa dalam pelayanan masyarakat.
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5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan
dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar
penerbitan dokumen kependudukan;

b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi
pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan
kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam
Negeri;

b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang
pemerintahan dalam negeri;

c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam
Negeri;

d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis:

Tujuan Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan | 1. Terpeliharanya persatuan dan
kesatuan serta karakter bangsa kesatuan bangsa;
melalui pengamalan nilai-nilai | 2. Terpeliharanya stabilitas politik
Pancasila, UUD 1945, dan dalam negeri dalam rangka
kebhinekaan sebagai tatanan mewujudkan demokrasi yang
dan perilaku hidup berbangsa berkualitas.
dan bernegara
2. Peningkatan kualitas | 3. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan urusan dan pelaksanaan otonomi daerah
tata kelola pemerintahan di untuk mencapai kesejahteraan
Daerah masyarakat dan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah;

4. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah;

5. Menguatnya peran Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi
pembinaan dan  pengawasan
penyelenggaraan  pemerintahan

di daerah.

3. Peningkatan kualitas | 6. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah
pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan,

efektif, efisien, akuntabel dan
kompetitif.




Tujuan Sasaran Strategis
4. Optimalisasi penyelenggaraan | 7. Meningkatnya kualitas dan
pemerintahan desa dalam akuntabilitas penyelenggaraan
memberikan pelayanan prima pemerintahan desa dalam
kepada masyarakat dan pelayanan masyarakat.
mendorong percepatan
pembangunan desa

. Peningkatan kualitas pelayanan | 8. Meningkatnya kualitas database
administrasi kependudukan dan kependudukan nasional sebagai
pencatatan sipil, dengan dasar penerbitan dokumen
dukungan database yang akurat kependudukan;
dan terpercaya 9. Meningkatnya pendayagunaan

database kependudukan nasional
bagi pelayanan publik dan
kepentingan pembangunan
nasional.

. Peningkatan tata kelola dan | 10. Meningkatnya kapasitas dan
kualitas kelembagaan profesionalisme aparatur bidang
Kementerian Dalam Negeri pemerintahan dalam negeri;

11. Meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Kementerian Dalam Negeri;

12. Meningkatnya kinerja  dalam
mendukung Reformasi Birokrasi.
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